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Assalamu’alaikum wr. wb.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas
rahmat dan hidayah—Nya Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016 Pengadilan
Tinggi Agama Jakarta dapat disusun dan diterbitkan.

LK;jIP ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 323/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17
November 2016 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017,
selain itu juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi atas kinerja aparat Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta. Laporan ini diharapkan pula dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program
kerja tahun berikutnya, sehingga peningkatan kinerja lebih baik lagi.

Sangat disadari bahwa Laporan LK]jIP ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal,
namun disadari tidak ada yang sempurna oleh karena itu saran yang konstuktif sangat diharapkan untuk
perbaikannya. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas
upaya dan jerih payahnya yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga laporan LK]jIP ini dapat
diselesaikan.

Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi

Agama Jakarta dan bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Wassalam,
akarta, Januari 2017
. Ketua
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RINGKASAN EKSEKUTIF

engadilan Tinggi Agama Jakarta telah menyusun Reviu ke 1 Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan,
dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai sebagai acuan
dalam penyusunan perjanjian kinerja dan rencana kinerja setiap tahun.Visi Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta mengacu pada visi Mahkamaah Agung Republik Indonesia yaitu
“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang Agung”, dengan empat misi, yaitu: (1)
Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan; (2) Meningkatkan kualitas
aparatur peradilan; (3) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari
keadilan; (4) Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan.
Dalam mencapai visi dan misi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan
7 (tujuh) sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2016. Ketujuh sasaran strategis
tersebut selanjutnya diukur dengan menerapkan 17 (tujuh belas) indikator kinerja dan 17
(tujuh belas) target kinerja.
Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta adalah sebesar 168,17%
Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat

diilustrasikan dalam tabel berikut:

Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Indikator kinerja Target | Realisasi | Capaian
a. | Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% Nihil Nihil
b. | Persentase perkara yang diselesaikan 95% 93,97% 98,92%
c. | Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal | 100% 97,25% 97,25%
3 bulan
Capaian Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara 98,09%
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s OKa a AKseptab as P d a
Indikator kinerja Target | Realisasi | Capaian
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya | Kasasi 60% 97,25% 162,08%
hukum: Peninjauan Kembali 10% 98,57% 985,7%
Capaian Sasaran Meningkatnya Akseptabilitas Putusan Hakim 573,89%

Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator kinerja

Target

Realisasi

Capaian

100%

100%

100%

a. | persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara
lengkap
b. | Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke 100% 100% 100%
majelis
c. | Ratio majelis hakim terhadap perkara 1:15 1:5,04 33,62%
d. | Persentase minutasi perkara tidak lebih dari 5 hari 100% 89,91% 89,91%
e. | Persentase penyampaian salinan putusan ke pengadilan agama 100% 100% 100%
pengaju maksimal 7 hari
Capaian Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 84,71%

a Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice)

Indikator kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Capaian Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to

Justice)

a. | Persentase perkara prodeo yang diselesaiakan 100% 100% 100%
b. | Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara 75% 100% 133,33%
online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
116,67%

Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Indikator kinerja Target | Realisasi | Capaian
a. | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 100% 100% 100%
b. | Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang 100% Nihil Nihil
ditindaklanjuti
100%

Sasaran Meningkatnya Meningkatnya Kualitas SDM
Indikator kinerja

Realisasi

Capaian

a. | Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial 100% 100% 100%
b. | Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial 100% 99,45% 99,45%
Capaian Sasaran Meningkatnya Meningkatnya Kualitas SDM 99,73%
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Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan Secara Akuntabel, Efektif dan Efisien
Indikator kinerja Target | Realisasi | Capaian
a. | Persentase penyerapan anggaran 95% 98,87% 104,07%

Capaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan Secara Akuntabel, | 104,07%
Efektif dan Efisien

PeneADILAN TIN6GI AGAMA JAKARTA Laporan Kinerja Instansi ®emerintah Tahun 2016 iv




Daftar 9si

DAFTAR ISI

KATA PENGANT AR . .. e e
RINGKASAN EKSEKUTIF. ...,
DAFTARISL. ..o
DAFTAR TABEL. ... .o e,
DAFTAR GRAFIK ...
BAB . PENDAHULUAN. ... e

A

mo o w

LATAR BELAKANG. ... e,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....c.oiii e,
STRUKTUR ORGANISASI. ...,
SISTEMATIKA PENYAJIAN. ...,

BAB Il. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA...... ..o,

A

RENCANA STRATEGIS 2015-2019. ...t

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)PENGADILAN TINGGI AGAMA
JAKARTA.. .. . . .

RENCANA KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
TAHUN 2016...... i,

PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
TAHUN 2016. .. ..

BAB. I1I. AKUNTABILITAS KINERJA. ...

A
B.

PeneaDILAN TiN6é6I A6AMA JAKARTA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

PENGUKURAN KINERJA . ... e
ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA. ...
1. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIKAN PERKARA.............
2. SASARAN MENINGKATANYA AKSEPTABILITAS PUTUSAN

3. SASARAN MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN
PENYELESAIAN PERKARA . ... e

4. SASARAN MENINGKATNYA AKSESIBILITAS MASYARAKAT
TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE).......ciiiiiiiiieee

5. SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN........c.......

14

14

16

Vv



Daftar 9ai
6. SASARAN MENINGKATNYA KUALITASSDM......cccceeevvvvvvininva. 34
7. SASARAN MENINGKATNYA PENGOLAAN MANAJERIAL
LEMBAGA PERADILAN SECARA AKUNTABEL, EFEKTIF DAN
EFISIEN. ..., 36
BAB. IV. PENUTUP . ... 46
A, KESIMPULAN. ... 46
B. SARAN-SARAN. ... 47
LAMPIRAN-LAMPIRAN. ..., IX

PeN6ADILAN TIN6GI AGAMA JAKARTA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Vi




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Reviu Indikator Kinerja Utama...........ccccviieieierierieieieeie s se e snassasneenens
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016............ccccveiviieiirieeiieiniieee e
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja TahUN 2016.........cccceiiieiiirieieinie e se st sie e esse e s eeneeneas
Tabel 3.1 PENGUKUFAN KINEIJA.......ciiitiiieiiietiiet ettt anene s
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara...........ccocoooveennenscnineienciensesenen,
Tabel 3.3 Persentase Sisa Perkara yang DiSeleSaikan...........c.coereireiiieiniiiensessesee e
Tabel 3.4 Persentase Perkara yang DiSeleSaikKan............cccovieiiiriiniiieinecseseeee e
Tabel 3.5 Keadaan Perkara Tahun 2016...........coiviiiiiieiienieisie et
Tabel 3.6 Persentase Perkara yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 Bulan...............
Tabel 3.7 Capaian Sasaran Meningkatnya Akseptabilitas Putusan HaKim...........c..ccocovevniiiciinnnnnn,
Tabel 3.8 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.........c..ccocooverververennnne.
Tabel 3.9. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.............
Tabel 3.10 Capaian Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara................
Tabel 3.11 Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding yang Disampaikan Secara Lengkap
Tabel 3.12 Persentase Berkas yang Diregister dan Siap Didistribusikan ke Majelis.....................
Tabel 3.13 Ratio Majelis Hakim Terhadap Perkara................coooiiiiiiiiiiii e,
Tabel 3.14 Ratio Minutasi Perkara Tidak Lebih Dari S Hari...........ccooooviiiiiiii,
Tabel 3.15 Persentase Penyampaian Salinan Putusan ke Pengadilan Agama Pengaju Maksimal 7 Hari
Tabel 3.16 Capaian Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice). ..
Tabel 3.17 Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan...............cooooiiiiiiiiiiiiiiiiiinn,
Tabel 3.18 Persentase (amar) Putusan Perkara yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu
Maksimal 1 Hari Kerja Sejak DIPULUS. .........oivinii e e e
Tabel 3.19 Sasaran Meningkatnya Kualitas PEngawasan. ............cc.oevviiiiiniriiiiiiieneiiennn.
Tabel 3.20 Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti............................oc
Tabel 3.21 Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal yang Ditindaklanjuti......................
Tabel 3.22 Sasaran Meningkatnya Kualitas SDM............ccoiiiiiiiii e
Tabel 3.23 Persentase Pegawai yang Lulus Diklat Teknis Yudisial.....................ooooiiin,
Tabel 3.24 Pegawai yang Lulus Diklat Teknis Yudisial.................ccoooiiiiii
Tabel 3.25 Persentase Pegawai yang Lulus Diklat Non Yudisial.......................ocon,
Tabel 3.26 Pegawai yang Lulus Diklat Non Yudisial................coooiiiiii i,
Tabel 3.27 Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan Secara Akuntabel,
Efektif dan EfiSIen. ...
Tabel 3.28 Persentase Penyerapan ANQGQaran...........c.oeeuinerororarinieet et it eeieerereeeeeannas
Tabel 3.29 Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.......................
Tabel 3.30 Total Belanja Pegawai yang Telah Terealisasi Selama Tahun Anggaran 2016..............
Tabel 3.31 Total belanja barang yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2016.....................
Tabel 3.32 Total belanja modal yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2016......................
Tabel 3.33 Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (04) Badan Peradilan Agama...........................
Tabel 3.34 Total Belanja Barang yang Telah Terealisasi Selama Tahun Anggaran 2016...............
Tabel 3.35 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2016..............ooiiiiiiiiiiiieeiee

14
15
16
19
20
21
21
22
22
23
24
24
25
26
27

27
28
29
30
30

31
32
33
33
34
35
35
35
36

37
37
38
39
41
42
43
44
45

PeN6ADILAN TINGGI A6AMA JAKARTA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

Vii



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Capaian Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara ..........cc.ccccevevvereienveivnvsinssnnnnnns 20
Grafik 3.2 Capaian Sasaran Meningkatnya Akseptabilitas Putusan Hakim................................ 23
Grafik 3.3 Capaian Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara............. 25
Grafik 3.4 Capaian Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice). ... 30
Grafik 3.5 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan.................coeeviniiininennnninnnn. 32
Grafik 3.6 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas SDM.............ccooiiiiiiiiiiiiiie e, 34
Grafik 3.7 Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan Secara Akuntabel,

Efektif dan EfiSIONn. . ... 37
Grafik 3.8 Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi........................ 38
Grafik 3.9 Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (04) Badan Peradilan Agama............................ 43
Grafik 3.10 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2016..............coooiiiiiiiiiiiiii e, 45

PeneADILAN TiIN6GI A6AMA JAKARTA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Viii
—



BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah




BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk menciptakan Good Governance yang merupakan prasyarat bagi setiap

organisasi pemerintah dalam rangka terwujudnya aspirasi masyarakat dan tujuan serta

cita-cita bangsa dan negara. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam

berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya:

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2014 tentang
Keterbukaan Informasi dan Pengadilan;

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 323/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17
November 2016 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian

Kinerja Tahun 2017.

Dari beberapa peraturan tersebut di atas setiap instansi pemerintah diwajibkan

melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP), dengan tujuan
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sebagai acuan penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dan

jajaran peradilan dibawahnya dan sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya
pemerintahan yang baik (good governance).

LKjIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil capaian
kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan
dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan perbandingan realisasi
pelaksanaan program dengan target yang telah ditentukan dalam indikator kinerja utama
sehingga tingkat kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat diukur berdasarkan
perbandingan tersebut.

Dengan menerapkan LKjIP tahun 2016 tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
membuat beberapa dokumen pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemeritah yaitu Reviu Rencana Strategis (Reviu Strategic Plan), Reviu Indikator
Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun

2018.

B. KEDUDUKAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan
Keppres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan
Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan
Agama ke Mahkamah Agung RI, bahwa kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI.
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C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan kawal
depan Mahkamah Agung RI, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama Pasal 51 menyebutkan bertugas dan berwenang

mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat

banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama
dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah
hukumnya.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi Agama

mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-
perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, dan
berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan
mengadili antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya. (vide: Pasal 49, 51
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama);

b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk
kepada jajaran Peradilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik
menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum,

perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan;
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Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan
tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita
Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat
Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama
dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama),
dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan;
Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum
Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide:
Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan

kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis

peradilan dan administrasi peradilan;

Fungsi lainnya:

a. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.
(vide: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/11/1992
tentang Susunan dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama);

b. Pelayanan pelaksanaan registrasi pengacara praktek kuasa insidentil yang akan
beracara di Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 9 menyebutkan

bahwa Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota,
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Panitera, dan Sekretaris dan Pasal 10 menyebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Tinggi
Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil. Ketua untuk melaksanakan tugas
dan fungsi tersebut di atas dibantu oleh Kepaniteraan dan Kesekretariatan sesuai Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 86 dan Pasal 294. Tugas dan fungsi

Kepaniteraan dan Kesekretariatan sebagai berikut :

1. Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian

dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat

yang berkaitan dengan perkara.

Mempunyai fungsi:

a.

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh seorang Panitera. Kepaniteraan

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam
pemberian dukungan dibidang teknis;

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara banding;

Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara jinayah;

Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan
transparansi perkara;

Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara
yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan  perundang-undangan, minutasi,
evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

Pengadilan Tinggi Agama, terdiri dari:

++ Panitera Muda Banding
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5



Pendahuluan |

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi di bidang perkara banding.

Mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;

b. Pelaksanaan registrasi perkara banding;

C.

®,

Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk

diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan

Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama;

Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan

diminutasi;

Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama beserta
berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;

Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan
hukum tetap;

Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;

Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

++ Panitera Muda Hukum.

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data

perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Mempunyai fungsi:

a.

b.

Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah

Kementerian Agama;
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d. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
e. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
f. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;

g. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang

berkaitan dengan transparansi perkara;

h. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

2. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan

pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya

manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama.

Mempunyai fungsi:

a.

b.

Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;

Pelaksanaan urusan kepegawaian;

Pelaksanaan urusan keuangan;

Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan dan perpustakaan; dan

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama.

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri dari :

+«+ Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran,
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kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.

Mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan
pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan
mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran
Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan
disiplin pegawali, serta penyusunan laporan kepegawaian;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi
dan tata laksana;

d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan

e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas:

» Subbagian Rencana Progam dan Anggaran;
Subbagian Perencanaan Progam dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan
anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

» Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.
Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata
laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi,
dokumentasi, serta penyusunan laporan.

+« Bagian Umum dan Keuangan
Mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan,

rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan,
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pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Mempunyai fungsi:

a.

b.

Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;

Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana
serta perlengkapan dan perpustakaan;

Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi,
pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan

Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:

» Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan
pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan,
keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

Subbagian Keuangan dan Pelaporan

Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntasi dan
verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta

pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan

mengkomunikasikan pencapain kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta selama tahun 2016.
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Capaian kinerja (Performance Result) 2016 tersebut diperbandingkan dengan rencana

kinerja (performance plan) 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.
Analisis capaian Kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya
sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.
Dengan pola pikir tersebut, maka sistematika penyajian LKjIP Pengadilan Tinggi Agama

Jakarta adalah sebagai berikut:

Bab. .  Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan, tugas

pokok dan fungsi, struktur organisasi dan sistematika penyajian.

Bab.ll.  Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan rencana strategis tahun 2015-2019,
indikator kinerja utama, rencana Kkinerja tahun 2016 dan perjanjian kinerja

tahun 2016.

Bab. Ill. Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang capaian kinerja organisasi untuk
setiap sasaran Kkinerja organisasi sesuai hasil pengukuran Kinerja vyaitu
perbandingan antara target dan realisasi, capaian kinerja, menjelaskan analisis
pencapaian kinerja serta uraian tentang realisasi anggaran yang digunakan

untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2016.

Bab. IV. Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2016 dan menguraikan

saran-saran yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang
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BAB I
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2015-2019 yang telah
direviu merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan
yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan
pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan
untuk mencapai efektivitas dan efesiensi dalam mendukung terwujudnya visi Mahkamah

Agung dan visi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman
dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta diselaraskan dengan arah
kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan
nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang
(RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019,
sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi
pada tahun 2015-2019. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya senantiasa melakukan inovasi sesuai kebutuhan agar optimal kinerjanya.

1. VISI
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta.

Adapun visi dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, adalah:
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“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang Agung”

Dasar penetapan visi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah:

a. Performance Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai salah satu pengadilan
tingkat banding di wilayah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan
merupakan voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung di ibukota negara;

b. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempunyai Tupoksi sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 51 menyebutkan
bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan
agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang
mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar
pengadilan agama di daerah hukumnya;

c. Komitmen yang kuat dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada untuk
meningkatkan kualitas kinerjanya, serta ada harapan untuk meningkatkan kuantitas
dan kualitas SDM yang lebih memadai;

d. Pemanfaatan secara optimal sarana dan prasarana serta anggaran yang terbatas.

2. MISI
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan misi
yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :
a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
b. Meningkatkan kualitas aparatur peradilan;
c. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan;

d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan.

PeNn6ADILAN TiN6é61 AGAMA JAKARTA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016



Perencanan dan Porjanjion Kinerja|

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a. Tujuan

Tujuan strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan berpedoman kepada

pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah

sebagai berikut:

1.

2.

3.

4.

Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
Terwujudnya kualitas aparatur peradilan;
Terwujudnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan;

Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap peradilan.

b. Sasaran

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam tahun 2016, sasaran strategis yang hendak

dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah sebagai berikut:

1.

2.

Meningkatnya penyelesaian perkara;

Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim;

Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice);
Meningkatnya kualitas pengawasan;

Meningkatnya kualitas SDM,;

Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel,

efektif dan efisien.
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B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang telah direviu
berdasarkan surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/169/KU.01/1/2016

tanggal 4 Januari 2016, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Reviu Indikator Kinerja Utama

m SASARAN INDIKATOR KINERJA

1  Meningkatnya a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
penyelesaian b. Persentase perkara yang diselesaikan
perkara c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka

waktu maksimal 3 bulan

2  Meningkatnya Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
akseptabilitas - Kasasi
putusan hakim - Peninjauan Kembali

3  Meningktanya a. Persentase berkas yang diajukan banding yang
efektifitas disampaikan secara lengkap
pengelolaan b. Persentase berkas yang diregister dan siap
penyelesaian didistribusikan ke majelis
perkara c. Ratio majelis hakim terhadap perkara

d. Persentase minutasi perkara tidak lebih dari 5 hari

e. Persentase penyampaian salinan putusan ke pengadilan
agama pengaju maksimal 7 hari

4 Meningkatnya a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
aksesibilitas b. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses
masyarakat secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak
terhadap peradilan diputus.

(acces to justice)

5 Meningkatnya a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
kualitas b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang
pengawasan ditindaklanjuti.

C. RENCANA KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN 2016

Rencana Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memuat angka
target kinerja tahun 2016 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran

dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam
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periode tahun 2016. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi
penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi

(performance agreemen) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

PeneaDiLAN TIN66I AG6AMA JAKARTA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

15




Perencanan dan Porjanjian Kinerja|

lulus diklat teknis yudisial.

b. Persentase pegawai Yyang 100%
lulus diklat non yudisial
c. Persentase pejabat yang lulus 100%

mengikuti fit and proper test
dalam rangka promosi.

D. PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN 2016

Perjanjian  kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.
Tujuan khusus perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,
transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,

menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

1 Meningkatnya penyelesaian a. Persentase sisa perkara yang 100 %
diselesaikan
perkara
b. Persentase perkara yang 95%
diselesaikan
c. Persentase perkara yang 100%

diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 3 bulan

2 Meningkatnya akseptabilitas Persentase perkara yang tidak
putusan hakim mengajukan upaya hukum:
- Kasasi 60%
- Peninjauan Kembali 10%

3 Meningkatnya efektifitas pengelolaan |a. Persentase berkas yang diajukan 100%
banding yang disampaikan secara
lengkap

b. Persentase berkas yang diregister 100%
dan siap didistribusikan ke majelis

penyelesaian perkara
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c. Ratio majelis hakim terhadap perkara 1:15
d. Persentase minutasi perkara tidak 100%
lebih dari 5 hari
e. Persentase penyampaian salinan 100%
putusan ke pengadilan agama
pengaju maksimal 7 hari
4 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat |a. Persentase perkara prodeo Yyang 100%
terhadap peradilan (acces to justice) dszlesl ar
b. Persentase (amar) putusan perkara 75%
yang dapat diakses secara online
dalam waktu maksimal 1 hari kerja
sejak diputus.
5 Meningkatnya kualitas pengawasan |a. Persentase pengaduan masyarakat 100%
yang ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil 100%
pemeriksaan eksternal  yang
ditindaklanjuti.
6 Meningkatnya kualitas SDM a. Persentase pegawai yang lulus | 100%
diklat teknis yudisial
b. Persentase pegawai yang lulus 100%
diklat non yudisial
7 Meningkatnya pengelolaan Persentase penyerapan anggaran 95%
manajerial lembaga peradilan
secara akuntabel, efektif dan
efisien
Kegiatan Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Rp. 29.265.869.000
Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Rp.  149.000.000
Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 37.500.000
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AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.
Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
organisasi. Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah
dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kkinerja
tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan

sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2016,
dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang
telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah
ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian
target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam
tahun 2016 vyaitu persentase perkara yang diselesaikan, persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan, ratio majelis hakim terhadap perkara,
ratio minutasi perkara tidak lebih dari 5 hari, dan persentase pegawai yang lulus diklat non

yudisial. Hal tersebut akan dijadikan bahan evaluasi kedepan.
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Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI | CAPAIAN
1 Meningkatnya a. Persentase sisa perkara yang 100 % Nihil Nihil
penyelesaian diselesaikan
perkara b. Persentase perkara yang diselesaikan 95% 93,97%  98,92%
Persentase perkara yang diselesaikan 100% 97,25% 97,25%
dalam jangka waktu maksimal 3
bulan
2 Meningkatnya Persentase perkara yang tidak mengajukan
akseptabilitas upaya hukum:
putusan hakim - Kasasi 60% 97,25%  162,08%
- Peninjauan Kembali 10% 98,57% 985,7%
3 Meningkatnya a. Persentase berkas yang diajukan 100% 100% 100%
efektifitas banding yang disampaikan secara
pengelolaan lengkap
penyelesaian b. Persentase berkas yang diregister dan 100% 100% 100%
perkara siap didistribusikan ke Majelis
c. Ratio majelis hakim terhadap perkara 1:15 1:5,04 33,62%
d. Persentase minutasi perkara tidak 100% 89,91%  89,91%
lebih dari 5 hari
e. Persentase penyampaian  salinan 100% 100% 100%
putusan ke Pengadilan Agama
pengaju maksimal 7 hari
4 Meningkatnya a. Persentase perkara prodeo yang 100% 100% 100%
aksesibilitas diselesaikan
masyarakat b. Persentase (amar) putusan perkara 75% 100% 133,33%
terhadap peradilan yang dapat diakses secara online
(acces to justice) dalam waktu maksimal 1 hari kerja
sejak diputus.
5 Meningkatnya a. Persentase pengaduan masyarakat 100% 100% 100%
kualitas yang ditindaklanjuti
pengawasan
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan 100% Nihil Nihil
eksternal yang ditindaklanjuti.
6 Meningkatnya a. Persgntase_ pegawai yang lulus diklat 100% 100% 100%
kualitas SDM teknis yudisial
b. Persentase pegawai yang lulus diklat 100% 99,45% 99,45%
non yudisial
95% 98,87%  104,07%

7 Meningkatnya
pengelolaan
manajerial
lembaga
peradilan
secara
akuntabel,
efektif dan
efisien
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B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2016 mengacu pada
indikator Kinerja sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan. Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah melaksanakan
seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran

yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran meningkatnya penyelesaian perkara mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja
yaitu: persentase sisa perkara yang diselesaikan, persentase perkara yang diselesaikan dan
persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan.

Pencapaian sasaran meningkatnya penyelesaian perkara pada tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara

CAPAIAN TAHUN
INDIKATOR KINERJA

2013 2014 2015 2016
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 100% 100% Nihil
Persentase perkara yang diselesaikan 110,44% | 111,11% | 111,11% | 98,92%
C. Persentase perkara yang diselesaikan dalam - - - 97,25%
jangka waktu maksimal 3 bulan

Capaian Sasaran Meningkatnya Penyelesaian 105,2%  105,56%  105,56%  98,09%

Perkara

Grafik 3.1 Capaian Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Capaian Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara
108.00%
106.00%
104.00% 05.20% 05.56% 2013
102.00% H2014
100.00% 2015
98.00% & 2016
96.00% 58.09%
94.00%
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a. Indikator 1: Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang

diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.

Tabel 3.3 Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Tahun 7 HSLSI?UE%:ZZ;’:SXS(Z% Sis%:zglrelézli'zg:ng Target  Realisasi 7 Capaian
2016 Nihil Nihil 100% Nihil Nihil
2015 Nihil Nihil 100% Nihil Nihil
2014 1 1 100% 100% 100%
2013 38 38 100% 100% 100%

Penyelesaian sisa perkara ditargetkan 100% pada tahun 2016 namun realisasi dan
capaian tidak dapat diukur karena tidak ada sisa perkara. Pada tahun 2013, 2014
sisa perkara dapat diselesaikan 100% dan 2015 tidak ada sisa perkara, sehingga
menunjukan bahwa sistem kerja di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah

berjalan dengan baik dan maksimal.

b. Indikator 2: Persentase Perkara yang Diselesaikan
Persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan perkara yang
diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (saldo awal ditambah dengan

perkara yang masuk).

Tabel 3.4 Persentase Perkara yang Diselesaikan

Sisa Perkara Perkara Perkara Perkara
Tahun Tahun yang Harus yang Target Realisasi Capaian

Sebelumnya IS Diselesaikan  Diselesaikan

Target penyelesaian perkara pada tahun 2016 adalah 95% namun hanya bisa
terealisasi sebesar 93,97%. Adapun alasan yang menyebabkan penyelesaian tidak
mencapai target adalah disebabkan karena adanya peningkatan jumlah perkara

PenGADILAN TiN6G1 A6AMA JAKARTA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016



Qhuntabilitas Kinerja | 15275 111

yang masuk pada akhir tahun sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun

berjalan dan menjadi sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya,
sehingga capaian tahun 2016 sebesar 98,92%.

Tabel 3.5 Keadaan Perkara Tahun 2016

NO BULAN SISABULAN LALU MASUK PUTUS SISA AKHIR

1 | Januari Nihil 5 Nihil 5
2 | Februari 5 10 4 11
3 | Maret 11 6 10 7
4 | April 7 8 4 11
5) Mei 11 12 10 13
6 | Juni 13 8 10 11
7 | Juli 11 9 5 15
8 | Agustus 15 14 13 16
9 | September 16 9 11 14
10 | Oktober 14 4 9 9
11 | November 9 24 9 24
12 | Desember 24 7 24 7

JUMLAH 116 109 7

c. Indikator 3: Persentase Perkara yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu
Maksimal 3 Bulan
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan
yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga)
bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 (tiga)
bulan.

Tabel 3.6 Persentase Perkara yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 Bulan

Perkara yang Perkara yang

Diselesaikan Dalam Diselesaikan Dalam . .
Jangka Waktu Target Realisasi ~ Capaian

Perkara yang
Tahun Telah
Diselesaikan

Jangka Waktu
Maksimal 3 Bulan Lebih Dari 3 Bulan

2016 109 106 3 100% 97,25% 97,25%
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Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan

yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga)
bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 (tiga)
bulan. Target penyelesaian perkara yang diputus maksimal 3 (tiga) bulan pada tahun 2016
adalah 100%, namun hanya mampu terealisasi 97,25% yaitu sebanyak 109
perkara. Hal tersebut menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan tidak
tercapai. Adapun alasan yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah
disebabkan karena adanya peningkatan jumlah perkara yang masuk pada akhir

tahun sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

2. SASARAN MENINGKATNYA AKSEPTABILITAS PUTUSAN HAKIM

Sasaran meningkatnya akseptabilitas putusan hakim ini mempunyai 2 (dua)
indikator kinerja yaitu: persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

dan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Tabel 3.7 Capaian Sasaran Meningkatnya Akseptabilitas Putusan Hakim

CAPAIAN TAHUN
INDIKATOR KINERJA

2013 2014 2015 2016
Persentase  Perkara Yang | kasasi 162,08%
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum: Peninjauan Kembali 985,7%

Capaian Sasaran Meningkatnya akseptabilitas putusan = = - 573,89%
Hakim

Grafik 3.2 Capaian Sasaran Meningkatnya Akseptabilitas Putusan Hakim

Capaian Sasaran Meningkatnya Akseptabilitas Putusan Hakim
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a.

Indikator 1: Persentase Perkara yang Tidak Megajukan Upaya Hukum

Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi yaitu
perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan

jumlah perkara banding yang diputus

Tabel 3.8 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Perkara Banding Perkara yang Perkara yang Tidak

Tahun

yang Putus Mengajukan Kasasi ~ Mengajukan Kasasi Uil | REREE f CTEril

2016 109 3 106 60% 97,25% 162,08%

Pada tahun 2016 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak
106 perkara dari 109 perkara yang di putus di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
atau sebesar 97,25%, Hal tersebut menunjukkan bahwa target yang telah

ditetapkan sudah terlampaui.

Indikator 2: Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Peninjauan Kembali

Persentase jumlah perkara yang yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan
kembali yaitu persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan

kembali dengan jumlah perkara kasasi yang diputus.

Tabel 3.9. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

2016 70 1 69 10% 98,57% 985,7%

Pada tahun 2016 dari 70 perkara kasasi yang putus, 69 perkara diantaranya tidak
mengajukan peninjauan kembali atau sebesar 98,57%. Hal ini menunjukan bahwa

masyarakat pencari keadilan telah merasa puas dengan putusan peradilan.
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3. SASARAN MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN

PERKARA

Sasaran meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
mempunyai 5 (lima) indikator kinerja yaitu: persentase berkas yang diajukan banding
yang disampaikan secara lengkap, persentase berkas yang diregister dan siap
didistribusikan ke majelis, ratio majelis hakim terhadap perkara, persentase minutasi
perkara tidak lebih dari 5 hari, persentase penyampaian salinan putusan ke

Pengadilan Agama pengaju maksimal 7 hari.

Tabel 3.10 Capaian Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
CAPAIAN TAHUN

INDIKATOR KINERJA

2015 2016
Persentase berkas yang diajukan banding 100% 100% 100% 100%
yang disampaikan secara lengkap
Persentase berkas yang diregister dan siap 100% 100% 100% 100%
didistribusikan ke majelis
Ratio majelis hakim terhadap perkara 104% 372% 308,89% | 33,62%
d | Persentase minutasi perkara tidak lebih - - - 89,91%
dari 5 hari
e | Persentase penyampaian salinan putusan ke - - - 100%
pengadilan agama pengaju maksimal 7 hari

84.71%

Capaian Sasaran Meningkatnya Efektifitas

101,33%  190,67% | 169,63%

Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Grafik 3.3 Capaian Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
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a. Indikator 1: Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding yang

Disampaikan Secara Lengkap

Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara
lengkap, yaitu perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang
disampaikan secara lengkap (terdiri dari bundel A dan bundel B) dengan jumlah

berkas yang diajukan banding.

Tabel 3.11 Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding yang Disampaikan Secara Lengkap

Jumlah Berkas Jumlah Berkas Jumlah Berkas
Tahun  yang Diajukan yang Disampaikan ~ yang Disampaikan Target Realisasi Capaian
Banding Lengkap Tidak Lengkap
2016 116 116 Nihil 100% 100% 100%
2015 139 139 Nihil 100% 100% 100%
2014 166 166 Nihil 100% 100% 100%
2013 134 134 Nihil 100% 100% 100%

Berkas perkara yang dimohonkan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
pada tahun 2016 sebanyak 116 perkara, setelah dilakukan pemeriksaan dokumen-
dokumen kelengkapan banding ternyata berkas perkara yang disampaikan lengkap
sebanyak 116 tersebut telah lengkap semua, sehingga dari target yang ditetapkan
sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 100%. Hal ini menunjukan bahwa Kinerja
aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sudah professional optimal dan
akuntabel.

Capaian tahun 2016 sebesar 100% jika dibandingkan capaian tahun 2015, 2014
dan 2013, tidak mengalami perubahan hal ini menunjukan bahwa kinerja aparatur
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah maksimal dan sistem kerja yang

diterapkan sudah berjalan dengan baik.
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b.

Indikator 2: Persentase Berkas yang Diregister dan Siap Didistribusikan ke
Majelis
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis yaitu

perbandingan antara berkas perkara yang diterima kepaniteraan dengan berkas

perkara yang didistribusikan ke majelis.

Tabel 3.12 Persentase Berkas yang Diregister dan Siap Didistribusikan ke Majelis

2016 116 116 100% 100% 100%
2015 139 139 100% 100% 100%
2014 166 166 100% 100% 100%
2013 134 134 100% 100% 100%

Berkas perkara yang dimohonkan banding pada tahun 2016 sebanyak 116 perkara
sudah dicatat semua dalam buku register permohonan banding, sehingga dari
target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%, ini menunjukkan
bahwa kinerja aparatur Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta sudah profesional, optimal dan akuntabel.

Capaian tahun 2016 sebesar 100% jika dibandingkan capaian tahun sebelumnya
tidak mengalami perubahan hal ini menunjukan bahwa kinerja aparatur Pengadilan
Tinggi Agama Jakarta telah maksimal dan sistem kerja yang diterapkan sudah
berjalan dengan baik.

Indikator 3: Ratio Majelis Hakim terhadap Perkara

Ratio majelis hakim terhadap perkara yaitu perbandingan jumlah majelis hakim
dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Tabel 3.13 Ratio Majelis Hakim Terhadap Perkara

Sisa Perkara Jumlah Jumlah Perkara Jumlah
Tahun Tahun Perkara Yang Harus WETEIS Target REEUREN] Capaian
Sebelumnya Masuk Diselesaiakan Hakim
0 116 116 1:15

2016 1:5,04 33,62%
2015 0 139 139 9 1:15,44 309%
2014 1 166 167 9 15 1:18,6 372%
2013 38 134 172 9 1.5 1:19,1 382%
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Jumlah majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebanyak 23

majelis, sementara perkara tingkat banding yang diterima dan harus diselesaikan
pada tahun 2016 ini adalah sejumlah 116 perkara, maka rasio majelis hakim
terhadap perkara yang harus diselesaikan adalah 116 perkara/23 majelis = 5,04
berarti satu majelis mampu menyelesaikan 5 sampai dengan 6 perkara dalam satu
tahun.

Capaian ratio majelis hakim terhadap perkara tahun 2016 sebesar 33,62% jika
dibandingkan capaian tahun sebelumnya mengalami penurunan hal ini disebabkan
karena pada tahun 2016 jumlah majelis hakim menjadi 23 majelis dan target

menjadi 1:15.

d. Indikator 4: Persentase Minutasi Perkara Tidak Lebih Dari 5 Hari

Persentase minutasi perkara tidak lebih dari 5 hari yaitu perbandingan antara

perkara yang diminutasi tidak lebih dari 5 hari dengan perkara yang putus.

Tabel 3.14 Ratio Minutasi Perkara Tidak Lebih Dari 5 Hari

S EEET Perkara yang Perkara yang
Tahun Bu tuZ 9 Diminutasi Tidak Diminutasi Lebih Target  Realisasi | Capaian
Lebih dari 5 hari dari 5 Hari

2016 109 98 11 100% 89,91% 89,91%

Jumlah perkara yang putus pada tahun 2016 sejumlah 109 perkara, sementara
berkas perkara yang telah diminutasi tidak lebih dari 5 hari sejumlah 98 perkara
atau 89,91%. Jika diukur penetapan target sebesar 100% namun capaiannya hanya

89,91 %, hal ini menunjukan kinerja pelaksanaan minutasi belum berjalan maksimal.
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e. Indikator 5: Persentase Penyampaian Salinan Putusan ke Pengadilan Agama

Pengaju Maksimal 7 Hari

Persentase penyampaian salinan putusan ke pengadilan agama pengaju maksimal 7
hari yaitu perbandingan antara perkara yang disampaikan salinan putusannya kepada

Pengadilan Agama Pengaju kurang dari 7 hari dengan perkara yang diputus.

Tabel 3.15 Persentase Penyampaian Salinan Putusan ke Pengadilan Agama Pengaju Maksimal 7 Hari

Perkara yang ~ Perkarayang
Disampaikan Salinan DisampaikAn Salinan

Perkara Putusannya Kepada Putusannya Kepada L .
Y P Pengadilan Agama Target  Realisasi Capaian

Tahun

yang Putus Pengadilan Agama ; L :
Pengaju Maksimal 7 Pengaju Lebih Dari 7
Hari Hari

2016 109 109 Nihil 100% 100% 100%

Jumlah perkara yang putus pada tahun 2016 sejumlah 109 perkara dan telah
disampaikan salinan putusan ke pengadilan agama pengaju Maksimal 7 Hari
sebanyak 109 perkara atau sebesar 100%. Jika diukur penetapan target sebesar
100%, terealisasi sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja aparatur
Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sudah

profesional, optimal dan akuntabel.

4. SASARAN MENINGKATNYA AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP
PERADILAN (ACCES To JUSTICE)

Sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to
justice) mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu: persentase perkara prodeo yang
diselesaikan dan persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara online

dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
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Tabel 3.16 Capaian Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice)

CAPAIAN TAHUN

INDIKATOR KINERJA

a.  Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100% Nihil Nihil 100%

Capaian Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas 133,35% | 142,86% | 133,33% 116.67%
Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice)

Grafik 3.4 Capaian Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice)

133.35%  142.86% 133.33%

a. Indikator 1 : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan, yaitu perbandingan perkara prodeo
yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk.

Tabel 3.17 Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Tahun Perkara Prodeo yang Perka_ra Progieo yang Target Realisasi Capaian
[\ ESI Diselesaikan
1 1

2016 100% 100% 100%
2015 0 0 100% Nihil Nihil
2014 0 0 100% Nihil Nihil
2013 1 1 100% 100% 100%

Pada tahun 2016 perkara banding yang diajukan secara cuma-cuma atau prodeo
sebanyak 1 perkara, sementara perkara prodeo yang telah diselesaikan sebanyak 1
perkara atau sebanyak 100%, sehingga kalau diukur capaian Kinerja sama dengan

target yang ditetapkan yaitu 100%. Hal ini menunjukan bahwa Kkinerja aparatur
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Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah berupaya keras untuk membantu masyarakat
pencari keadilan yang kurang mampu secara optimal.

Indikator 2: Persentase (amar) Putusan Perkara yang Dapat Diakses Secara

Online Dalam Waktu Maksimal 1 Hari Kerja Sejak Diputus

Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak diputus, yaitu perbandingan amar putusan perkara yang

ditayangkan di website dengan jumlah perkara yang diputus

Tabel 3.18 Persentase (amar) Putusan Perkara yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu
Maksimal 1 Hari Kerja Sejak Diputus

Jumiah Perkara van Jumlah Amar Putusan Perkara yang
Tahun yang di Tayangkan di Website PTA Target Realisasi Capaian
Sudah Putus
Jakarta
109 109

2016 75% 100% 133,33%
2015 139 139 75% 100% 133,33%
2014 167 167 70% 100% 142,86%
2013 171 171 60% 100% 166,67%

Dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat/publik, maka
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah menerapkan one day publish, yaitu 1
(satu) hari sejak perkara diputus maka amar putusan dimasukkan/upload dalam
website Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. (amar) putusan yang dapat diakses
secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus dalam website
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun 2016 adalah sebanyak 109 perkara
dari 109 perkara yang telah diputus. Sehingga target keberhasilan kinerja amar

putusan yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari kerja sebesar 100%.

Capaian tahun 2016 sebesar 133,33%, sama dengan capaian tahun 2015 sedangkan
tahun 2014 capaiannya sebesar 142,86%, hal ini menunjukan Kkinerja aparatur

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam mengunggah amar putusan sudah maksimal.
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5. SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN

Sasaran meningkatnya kualitas pengawasan mempunyai 2 (dua) indikator
Kinerja yaitu: persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan persentase

temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Tabel 3.19 Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan

CAPAIAN TAHUN
INDIKATOR KINERJA

2013 2014 2015 2016

a. | Persentase  pengaduan  masyarakat  yang 92,3% 100% 100% 100%
ditindaklanjuti

b. | Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal Nihil 100% | 100% Nihil
yang ditindaklanjuti

Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan 92,3% 100% 100% 100%

Grafik 3.5 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan
. .
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a. Indikator 1. Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti yaitu perbandingan antara
jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pengaduan yang

masuk.
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Tabel 3.20 Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Jumlah Jumlah Pengaduan Jumlah Pengaduan
Tahun RENELE] yang yang Belur_n . Target Realisasi Capaian
yang masuk Ditindaklanjuti Ditindaklanjuti

2016 2 2 Nihil 100% 100% 100%
2014 Nihil 100% 100% 100%

Pada tahun 2016 pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
sebanyak 2 pengaduan, dari 2 pengaduan tersebut sudah dilakukan tindak lanjut
sebanyak 2 kasus. Sehingga kalau diukur dari target yang telah ditetapkan sebesar
100%, pengaduan yang sudah dilakukan tindak lanjut sebesar 100%, sehingga
capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dibidang penanganan
pengaduan mencapai 100%.
Capaian tahun 2016 sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2015 dan 2014, hal
ini menunjukan bahwa pengaduan dari masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan
cepat oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

b. Indikator 2: Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal yang
Ditindaklanjuti
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti, yaitu
perbandingan antara temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal.

Tabel 3.21 Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal yang Ditindaklanjuti

Jumlah Temuan
Hasil Pemeriksaan
Ekternal yang Target Realisasi Capaian

Jumlah Jumlah Temuan
Temuan Hasil Hasil Pemeriksaan
Pemeriksaan Ekternal yang Belum

Ekternal Ditindaklanjuti Ditindaklanjuti

Tahun
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Temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti ditargetkan 100% pada

tahun 2016 namun realisasi dan capaian tidak dapat diukur karena tidak ada

temuan hasil pemeriksaan eksternal.

6. SASARAN MENIGKATNYA KUALITAS SDM

Sasaran meningkatnya Kualitas SDM mempunyai 2 (dua) indikator kinerja
yaitu: persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan persentase pegawai

yang lulus diklat non yudisial

Tabel 3.22 Sasaran Meningkatnya Kualitas SDM
CAPAIAN TAHUN

INDIKATOR KINERJA
2016

100% 100% | 100% 100%

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial 100% Nihil 100% | 99,45%

100% 100%  99,73%

Grafik 3.6 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas SDM

Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas SDM

M 2013

H2014

k2015
M 2016

a. Indikator 1: Persentase Pegawai yang Lulus Diklat Teknis Yudisial

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial yaitu perbandingan antara
pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dengan pegawai yang mengikuti diklat

teknis yudisial.
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Tabel 3.23 Persentase Pegawai yang Lulus Diklat Teknis Yudisial
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Jumlah Pegawai yang Lulus

Tahun Target Realisasi | Capaian

Diklat Teknis Yudisial Diklat Teknis Yudisial
2016 6 6 100% 100% 100%
2015 82 82 100% 100% 100%
2014 75 75 100% 100% 100%
2013 70 70 100% 100% 100%

Tabel 3.24 Pegawai yang Lulus Diklat Teknis Yudisial

Jumlah Pegawai yang | Jumlah Pegawai yang
Nama Diklat Mengikuti Diklat Lulus Diklat Teknis
Teknis Yudisial Yudisial

Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial 4 4
Bimbingan Teknis Pengelola Informasi 1 1
Diklat Teknis Fungsional Hakim Akad Syariah di 1 1

Lingkungan Peradilan Agama

. S S

Capaian tahun 2016 sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2013, 2014 dan
tahun 2015 hal ini menunjukan bahwa SDM di Lingkungan Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis yudisial sudah

optimal dan penyelenggaraan Bimbingan Teknis dapat berjalan dengan baik.

b. Indikator 2: Persentase Pegawai yang Lulus Diklat Non Yudisial

Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial, yaitu perbandingan antara
pegawai yang lulus diklat non yudisial dengan pegawai yang mengikuti diklat non

yudisial.

Tabel 3.25 Persentase Pegawai yang Lulus Diklat Non Yudisial
Jumlah Pegawi yang Mengikuti Jumlah Pegawi yang Lulus

VENL Diklat Non Yudisial Diklat Non Yudisial velpgl | ReslkER | CagEan
2016 22 21 100% | 99.45% | 99,45%
2015 5 5 100% | 100% 100%
2014 0 0 100% | Nihil Nihil
2013 133 133 100% | 100% 100%
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Tabel 3.26 Pegawai yang Lulus Diklat Non Y udisial

Jumlah Pegawai
yaag Lulus
Diklat Non

Yudisial

Jumlah Pegawai
Nama Diklat yang Mengikuti
Diklat Non Yudisial

Bimbingan Teknis dan Asistensi Pengisian Data LHKPN-
LHKASN dan Zona Integritas

Diklat Teknis Perencanaan MA-RI dan Badan Peradilan 1 1
dibawahnya Tahun Anggaran 2016

Bimtek Penelaahan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 2 2
Bimtek Aplikasi e-Rekon LK dan Telaah Laporan Keuangan 2 2
Bimtek Aplikasi SAS (PPNPN) Sesuai Perdirjen No. PER- 2 2
31/PB/2016 Tgl 29 Juni 2016

Bimtek Pengisian Capaian Output Kinerja Satker 2 2
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan

Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan 1 1
Kementerian/lembaga Semester | Tahun Anggaran 2016 TK.

UAPPA-W

Sosialisasi Peraturan BMN dan Bimbingan Teknis 2 2
Bimbingan Teknis Perpustakaan 2 2
Pembinaan dan Bimbingan Teknis Aplikasi e-LLK 3 3
Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Wilayah Jakarta, Jawa Barat, 1 Nihil
Banten

Diklat PIM Tk. I1 1 1

Kalau diukur dengan penetapan target kelulusan sebesar 100% maka target
tersebut tidak terpenuhi. Sehingga keberhasilan kinerja aparatur Pengadilan
Tinggi Agama Jakarta dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis non
yudisial belum maksimal hal ini dikarenakan tingkat kesulitan dan kurang

seriusnya dalam mengikuti diklat pengadaan barang dan jasa.

7. SASARAN MENINGKATNYA PENGELOLAAN MANAJERIAL LEMBAGA
PERADILAN SECARA AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIEN

Sasaran meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara
akuntabel, efektif dan efisien mempunyai 1 (satu) indikator Kinerja yaitu: persentase
penyerapan anggaran

Pencapaian sasaran meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan
secara akuntabel, efektif dan efisien Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun

2016 adalah sebagai berikut:

PeneADILAN TiN661 A6AMA JAKARTA Laporan Kinerja Instansi emerintah Tahun 2016

36



Qhuntabilitas Kinerja | 15275 111

Tabel 3.27 Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan Secara Akuntabel,
Efektif dan Efisien
CAPAIAN TAHUN
INDIKATOR KINERJA
2013 | 2014 | 2015 | 2016

Persentase Penyerapan Anggaran 104,07%

Capaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan 104,07%
Manajerial Lembaga Peradilan Secara Akuntabel,
Efektif dan Efisien

Grafik 3.7 Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan Secara Akuntabel, Efektif

dan Efisien
Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan Secara
Akuntabel, Efektif dan Efisien
120.00% -
100.00%
104.07%
80.00%
60.00% H2016
40.00%
20.00%
0.00%

Indikator 1: Persentase Penyerapan Anggaran

Tabel 3.28 Persentase Penyerapan Anggaran

2016 27.691.959.000 27.380.001.592 311.957.408 95% 98,87% 104,07%

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana
kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) tahun 2016 yang terdiri dari:

1. Dipa (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang,

dan Belanja Modal

2. DIPA (04) Badan Peradilan Agama, meliputi Belanja Barang

Pada awal tahun 2016, jumlah anggaran seluruhnya sesuai dengan DIPA
No. SP DIPA-005.01.2.401112/2016 dan No SP DIPA-005.01.2.401112/2016 tanggal

7 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 29.452.369.000 (dua puluh sembilan miliar
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empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), namun
adanya revisi pada belanja pegawai DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, sehingga
jumlah anggaran DIPA tahun 2016 menjadi Rp. 27.691.959.000 (dua puluh tujuh
miliar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu
rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun anggaran 2016,
rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisai anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan

Administrasi dan DIPA (04) Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah
sebagai berikut:

Tabel 3.29 Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

NO JENIS " PAGUAWAL | PAGUREVISI  REALISASI  CAPAIAN
BELANJA (Rp) (Rp) (Rp) %
1 | Belanja Pegawai | 27.621.438.000 | 25.861.028.000 | 25.551.134.090 98.80
2 | Belanja Barang 1.644.431.000 1.644.431.000 1642.990.502 99.91
3 | Belanja Modal 149.000.000 149.000.000 148.577.000 99.72
JUMLAH 29.414.869.000 | 27.654.459.000 | 27.342.701.592 98.87

Grafik 3.8 Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Pagu dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

30,000,000,000
25,000,000,000
£ 20,000,000,000
> 15,000,000,000
X 10,000,000,000
g DA DD a—
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
M PAGU 25,861,028,000 1,644,431,000 149,000,000
M REALISASI  25,551,134,090 1,642,990,502 148,577,000
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1. Belanja Pegawali
Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai yang penggunaanya antara lain untuk

gaji dan tunjangan, uang makan dan uang lembur

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja pegawai DIPA Tahun Anggaran 2016 Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta sebesar Rp. 27.621.438.000 (dua puluh tujuh miliar enam
ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah),
kemudian direvisi menjadi Rp. 25.861.028.000 (dua puluh lima miliar

delapan ratus enam puluh satu juta dua puluh delapan ribu rupiah)
Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2016 yang telah direvisi, anggaran
belanja yang terealisasi sebesar Rp. 25.551.134.090 (dua puluh lima miliar
lima ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh
rupiah) atau 98,80% dari total pagu yang tersedia. Total belanja pegawai yang
telah terealisasi selama tahun anggaran 2016, dapat kita lihat dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 3.30 Total Belanja Pegawai yang Telah Terealisasi Selama Tahun Anggaran 2016
1 | 511111 | Belanja Gaji Pokok PNS 4.879.745.000 4.863.293.200 99,66
2 | 511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS 64.000 50.974 79,65
3 511121 | Belanja Tunj. Suami/lstri PNS 401.315.000 398.677.700 99,34
4 | 511122 | Belanja Tunj. Anak PNS 84.704.000 83.077.746 98.08
5 511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS 62.335.000 61.335.000 98,40
6 511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS 16.241.230.000 | 16.221.870.000 99,88
7 | 511125 | Belanja Tunj. PPh PNS 3.233.925.000 3.230.315.170 99,89
8 511126 | Belanja Tunj. Beras PNS 186.185.000 185.757.300 99,77
9 | 511129 | Belanja Uang Makan PNS 633.600.000 419.494.000 66,21
10 | 511147 | Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang 50.000.000 0 0
duka PNS Dalam dan Luar Negeri

11 | 511151 | Belanja Tunjangan Umum PNS 34.015.000 33.515.000 98,53
12 | 512211 | Belanja Uang Lembur 53.910.000 53.748.000 99,70
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c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu angaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar
Rp. 309.893.910 (tiga ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga
ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) atau sebesar 1,20% dari total pagu yang

tersedia.

2. Belanja Barang

Belanja Barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis
pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya
pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan

berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun
Anggaran 2016 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebesar Rp. 1.644.431.000
(satu miliar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu
ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut
digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan non operasional

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2016 terealisasi sebesar
Rp. 1.642.990.502 (satu miliar enam ratus empat puluh dua juta sembilan

ratus sembilan puluh ribu lima ratus dua rupiah) atau sebesar 99,91% dari
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total anggaran. Total belanja barang yang telah terealisasi selama tahun

anggaran 2016, dapat kita lihat dengan rincian sebagai berikut:

‘Tabel 3.31 Total belanja barang yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2016

NO KODE URAIAN REALISASI CAPAIAN

Rp. %

Belanja Barang Non Operasional Perkantoran

1 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya 21.000.000 20.954.500 99,78
2 521211 | Belanja Bahan 31.440.000 31.391.340 99,85
3 522191 | Belanja Jasa Lainnya 2.000.000 2.000.000 100
4 524111 | Belanja Perjalanan Biasa 81.000.000 81.000.000 100
5 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000 15.000.000 100

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

1 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran 467.486.000 467.436.049 99,99

2 521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos 1.800.000 1.793.075 99,62
Surat

3 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan 85.200.000 85.200.000 100
Kerja

4 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya 34.100.000 34.087.750 99,96

5 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang 75.426.000 75.425.350 100
Konsumsi

6 521813 | Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, 720.000 720.000 100
Materai dan Leges

7 522111 | Belanja Langganan Listrik 220.600.000 220.508.176 99,96

8 522112 | Belanja Langganan Telepon 35.040.000 34.279.358 97,83

9 522113 | Belanja Langganan Air 32.500.000 32.465.772 99,89

10 523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan 174.400.000 174.268.099 99,92
Bangunan

11 523112 | Belanja Barang Persediaan 2.000.000 2.000.000 100

Pemeliharaan Gedung dan Banggunan

12 523119 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan 27.360.000 27.321.000 99,86
Bangunan Lainnya

Jumlah Belanja Barang 1.644.431.000 1.642.990.502

PeneADILAN TiN6G1 A6AMA JARKARTA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 41



Qhuntabilitas Kinerja | 15275 111

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu angaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar
Rp. 1.440.498 (satu juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus sembilan

puluh delapan rupiah) atau sebesar 0,09% dari total pagu yang tersedia.

3. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang
sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan

pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu belanja modal dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun
Anggaran 2016 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebesar Rp. 149.000.000

(seratus empat puluh sembilan juta rupiah)

b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja modal tahun anggaran 2016 terealisasi sebesar
Rp. 148.557.000 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh
tujuh ribu rupiah) atau sebesar 99,72% dari total anggaran. Total belanja
modal yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2016, dapat kita lihat

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.32 Total belanja modal yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2016
KODE

PAGU REALISASI CAPAIAN
NO  AKUN URAIAN Rp. Rp. %
532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin 149.000.000 148.577.000 99,72

Jumlah Belanja Modal 149.000.000 ‘ 148.577.000 99,72
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c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu angaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar
Rp. 423.000 (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atau sebesar 0,28% dari

total pagu yang tersedia.

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (04) BADAN PERADILAN AGAMA

Pagu dan realisasi anggaran DIPA (04) Badan Peradilan Agama adalah
sebagai berikut:

Tabel 3.33 Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (04) Badan Peradilan Agama
JENIS BELANJA REALISASI | SISA ANGGARAN

CAPAIAN
%

1 Belanja Barang 37.500.000 37.300.000 | 200.000

JUMLAH 37.500.000 37.300.000 ‘ 200.000

Grafik 3.9 Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (04) Badan Peradilan Agama

Pagu dan Realisai Anggaran DIPA (04) Badan Peradilan Agama

- —

37,500,000

37,300,000

H REALISASI HPAGU M SISA

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu belanja barang dalam DIPA (04) Badan Peradilan Agama tahun
anggaran 2016 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebesar Rp. 37.500.000

(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
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b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2016 terealisasi sebesar
Rp. 37.300.000 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) atau sebesar
99,47% dari total anggaran. Total belanja barang yang telah terealisasi selama

tahun anggaran 2016, dapat kita lihat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.34 Total Belanja Barang yang Telah Terealisasi Selama Tahun Anggaran 2016

KODE REALISASI  CAPAIAN
AKUN Rp. %

1 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.500.000 37.300.000 99,47

NO URAIAN ‘

Jumlah Belanja Modal 37.500.000 ‘ 37.300.000 ‘ 99,47

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Bersasarkan pagu angaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar
Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) atau sebesar 0.53% dari total pagu yang

tersedia.

3. REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM

Dipa (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu:
1. (005.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainya Mahkamah Agung dan;
2. (005.01.02) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung.
Sedangkan DIPA (04) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu:

1. (005.04.08) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
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Tabel 3.35 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2016

- PROGRAM PAGU REALISASI SISA CAPAIAN
Rp Rp Rp

Dukungan Manajemen dan 27.505.459.000 27.194.124.592 311.334.408 98 87
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung

2 Program Peningkatan Sarana dan 149.000.000 148.577.000 423.000 99,72
Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung

3 Program Penigkatan Manajemen 37.500.000 37.300.000 200.000 99,47
Peradilan Agama

JUMLAH 27.691.959.000 27.380.001.592 311.957.408 98,87%

Grafik 3.10 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2016
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2016 ini diharapkan
dapat memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dalam
tahun 2016.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta ini telah menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun
yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian
Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis Kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran
yang ditetapkan pada tahun 2016, meskipun dalam kenyataannya ada sasaran yang telah
ditetapkan tersebut belum dapat diwujudkan oleh karena itu perbaikan dan evaluasi akan
selalu dilakukan untuk tahun-tahun ke depan.

LKjIP tahun 2016 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan
sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan
kinerja dan sarana evaluasi untuk perbaikan kinerja. Selanjutnya diharapkan LKjIP tahun
2016 ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan
dan implementasi Rencana Kerja (Operation Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan),
Rencana Anggaran (Budgeting Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-

masa mendatang.
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Penutup |

B. SARAN - SARAN

1. Mohon kepada Mahkamah Agung RI cg. Badan Urusan Administrasi dan Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI untuk menambah alokasi
anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk kegiatan peningkatan SDM baik teknis
maupun non teknis, kebutuhan belanja barang operasional dan non operasional serta
peningkatan sarana dan prasarana, termasuk tersedianya gedung kantor Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta yang representative sebagai salah satu pengadilan tingkat banding di
ibukota Negara (saat ini masih pinjam pakai gedung Pemerintah Propinsi DKI Jakarta
termasuk sarananya).

2. Karena keterbatasan SDM diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM baik

bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
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REVIU KE 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Meningkatnya a. Persentase sisa perkara Perbandingan sisa perkara yang Majelis Hakim Laporan Bulanan
penyelesaian yang diselesaikan diselesaikan dengan sisa perkara dan Laporan
perkara yang harus diselesaikan Tahunan

b. Persentase perkara yang Perbandingan perkara yang Majelis Hakim Laporan Bulanan
diselesaikan diselesaikan dengan perkara yang dan Laporan

harus diselesaikan (saldo awal Tahunan
ditambah dengan perkara yang
masuk)

c. Persentase perkara yang Perbandingan perkara yang Majelis Hakim Laporan Bulanan
diselesaikan dalam jangka diselesaikan dalam jangka waktu dan Laporan
waktu maksimal 3 bulan maksimal 3 bulan dengan perkara Tahunan

yang harus diselesaikan dalam
waktu maksimal 3 bulan (diluar
sisa perkara)
Meningkatnya Persentase perkara yang tidak | Perbandingan jumlah perkara yang Majelis Hakim Laporan Bulanan

Akseptabilitas
Putusan Hakim

mengajukan upaya hukum:
- Kasasi
- Peninjauan Kembali

tidak mengajukan upaya hukum
dengan jumlah perkara yang
diputus

dan Laporan
Tahunan

Meningkatnya
Efektifitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

a. Persentase berkas yang
diajukan banding yang
disampaikan secara lengkap

Perbandingan antara berkas yang
diajukan Banding yang
disampaikan secara lengkap (terdiri
dari bundel A dan B) dengan
jumlah berkas yang diajukan
Banding

Kepaniteraan

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan

b. Persentase berkas yang
diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis

Perbandingan antara berkas perkara
yang diterima Kepaniteraan dengan
berkas perkara yang didistribusikan
ke Majelis

Kepaniteraan

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan




. Ratio majelis hakim

terhadap perkara

Perbandingan ratio Majelis Hakim
dibandingkan dengan perkara
masuk

Pimpinan

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan

. Persentase minutasi perkara

tidak lebih dari 5 hari

Perbandingan antara perkara yang
diminutasi tidak lebih dari 5 hari
dengan perrkara yang putus

Ketua Majelis

Register Perkara
Banding

. Persentase penyampaian Perbandingan antara perkara yang Panitera Register Perkara

salinan putusan ke disampaikan salinan putusannya Banding

Pengadilan Agama pengaju | kepada Pengadilan Agama Pengaju

maksimal 7 hari kurang dari 7 hari dengan perkara

yang diputus

Meningkatnya . Persentase perkara prodeo Perbandingan perkara prodeo yang Majelis Hakim Laporan Bulanan
aksesibilitas yang diselesaikan diselesaikan dengan perkara prodeo dan Laporan
masyarakat yang masuk Tahunan
terhadap . Persentase (amar) putusan Perbandingan amar putusan Panitera Laporan Bulanan
peradilan (acces perkara yang dapat diakses | perkara yang menarik perhatian dan Laporan
to justice) secara online dalam waktu publik yang ditayangkan di website Tahunan

maksimal 1 hari kerja sejak
diputus.

dengan jumlah perkara yang
menarik perhatian publik yang
tidak ditayangkan

Meningkatnya
kualitas
pengawasan

. Persentase pengaduan

masyarakat yang
ditindaklanjuti

Perbandingan antara jumlah
pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti dengan jumlah
pengaduan yang masuk

Woakil Ketua PTA
Jakarta

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan

. Persentase temuan hasil

pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti

Perbandingan antara temuan hasil
pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti dengan jumlah
temuan hasil pemeriksaan eksternal

Wakil Ketua PTA
Jakarta

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan




MATRIK REVIU KE 1 RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019

2015 2016 2017 2018 2019
Meningkatnya Penyelesaian a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 100% 100% 100% 100%
Perkara
b. Persentase perkara yang diselesaikan 90% 95% 96% 97% 98%
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam - 100% 100% 100% 100%
jangka waktu maksimal 3 bulan
Meningkatnya Akseptabilitas Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
Putusan Hakim hukum:
- Kasasi - 60% 60% 60% 60%
- Peninjauan Kembali - 10% 9% 8% 7%
Meningkatnya Efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang 100% 100% 100% 100% 100%
Pengelolaan Penyelesaian disampaikan secara lengkap
Perkara b. Persentase berkas yang diregister dan siap 100% 100% 100% 100% 100%
didistribusikan ke Majelis
c. Ratio majelis hakim terhadap perkara 1.5 1:15 1:15 1:15 1:15
d. Persentase minutasi perkara tidak lebih dari 5 - 100% 100% 100% 100%
hari
e. Persentase penyampaian salinan putusan ke - 100% 100% 100% 100%
Pengadilan Agama pengaju maksimal 7 hari
Meningkatnya Aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100% 100% 100% 100% 100%
Masyarakat terhadap Peradilan b. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat 75% 75% 75% 80% 80%
(acces to justice) diakses secara online dalam waktu maksimal 1
hari kerja sejak diputus.
Meningkatnya Kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang 100% 100% 100% 100% 100%
Pengawasan ditindaklanjuti.
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal 100% 100% 100% 100% 100%
yang ditindaklanjuti




Meningkatnya Kualitas SDM a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis 100% 100% 100% 100% 100%
yudisial

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non 100% 100% 100% 100% 100%
yudisial

Meningkatnya Pengelolaan Persentase penyerapan anggaran - 95% 95% 95% 95%

Manajerial Lembaga Peradilan
Secara Akuntabel, Efektif dan
Efisien




PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Drs. H. M. NADJMI, S.H., M.Hum

Jabatan . PIt. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Drs. ABDUL MANAF, M.H

Jabatan . Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2017

Pihak Keduva, Pihak Pertama,

~ il >

Dys. ABDUL MANAF, M.H Drs. H. M. NADJMI, S.H., M.Hum %
IP. 19580714 198403 1 005 NIP. 19501231 197603 1 010




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Meningkatnya Penyelesaian
Perkara

a. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan

100%

b. Persentase perkara yang

diselesaikan

95%

C.

Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 3 bulan

100%

Meningkatnya Akseptabilitas
Putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum:

- Kasasi

- Peninjauan Kembali.

90%
95%

Meningkatnya Efektifitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara

a. Persentase berkas yang

diajukan banding yang
disampaikan secara lengkap

100%

b. Persentase berkas yang

diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis

100%

Ratio majelis hakim terhadap
perkara

1:7

Persentase minutasi perkara
tidak lebih dari 5 hari

100%

Persentase penyampaian
salinan putusan ke Pengadilan
Agama pengaju maksimal 7
hari

100%

Meningkatnya Aksesibilitas
Masyarakat terhadap Peradilan
(acces to justice)

Persentase perkara prodeo
yang diselesaikan

100%

Persentase (amar) putusan
perkara yang dapat diakses
secara online dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak
diputus

75%

Persentase publikasi keadaan
perkara secara online

100%

Meningkatnya Kualitas
Pengawasan

Persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti

100%

Persentase temuan hasil
pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti

100%




6 | Meningkatnya Kualitas SDM c. Persentase pegawai yang lulus 100%
diklat teknis yudisial
d. Persentase pegawai yang lulus 100%
diklat non yudisial
7 | Meningkatnya Pengelolaan Persentase penyerapan anggaran 95%
Manajerial Lembaga Peradilan
Secara Akuntabel, Efektif dan
Efisien
Kegiatan Anggaran

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Rp. 29.670.329.000

Badan Urusan Administrasi

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Rp. 162.500.000

Mahkamah Agung

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 37.500.000

Jakarta, Januari 2017

Direktur Jénderal Badan Peradilan Agama Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Drs. ABDUL MANAF, M.H
P. 19580714 198403 1 005

Drs. H. M. NADJML, S.H., M.Hum *~
NIP. 19501231 197603 1 010




RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Meningkatnya Penyelesaian
Perkara

TAHUN 2018

a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan

100%

b. Persentase perkara yang
diselesaikan

96%

c. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 3 bulan

100%

Meningkatnya Akseptabilitas
Putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum:

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

90%
95%

Meningkatnya Efektifitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara

a. Persentase berkas yang
diajukan banding yang
disampaikan secara lengkap

100%

b. Persentase berkas yang
diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis

100%

c. Ratio majelis hakim terhadap
perkara

1:7

d. Persentase minutasi perkara
tidak lebih dari 5 hari

100%

e. persentase penyampaian
salinan putusan ke Pengadilan
Agama pengaju maksimal 7
hari

100%

Meningkatnya Aksesibilitas
Masyarakat terhadap Peradilan
(acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan

100%

b. Persentase (amar) putusan
perkara yang dapat diakses
secara online dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak
diputus

80%

c. Persentase publikasi keadaan
perkara secara online

100%

Meningkatnya Kualitas
Pengawasan

a. Persentase pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

b. Persentase temuan hasil
pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti

100%




Meningkatnya Kualitas SDM

a. Persentase pegawai yang lulus
diklat teknis yudisial

100%

b. Persentase pegawai yang lulus 100%
diklat non yudisial
Meningkatnya Pengelolaan Persentase penyerapan anggaran 95%

Manajerial Lembaga Peradilan
Secara Akuntabel, Efektif dan
Efisien




SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NOMOR : W9-A/200/KU.01/1/2017

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2016
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

a.

10.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Surat Sekretaris Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 323/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal
17 November 2016 perihal penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan
dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017;

bahwa untuk kelancaran penyusunan LKjIP Tahun 2016 dan dokumen
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu
membentuk Tim Penyusun;

bahwa mereka yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar
lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas
dalam tim dimaksud.

Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 — 2019;
Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi,
Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;

Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat
Mahkamah Agung;

Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan
Mahkamah Agung;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
323/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 November 2016 perihal
penyampaian LKjIP tahun 2016 dan dokumen perjanjian kinerja tahun 2017



MENETAPKAN

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
TENTANG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2016 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran
Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016
merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana
kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian Kinerja, serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana
Stategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2016.

Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan
melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di . Jakarta
11 Januari 2017

o

Tembusan disampaikan kepada yth :

1
2
3.
4

. Sekretaris Mahkamah Agung RI,

. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R,
Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI;

. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.



Lampiran Surat Keputusan PIt. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Nomor : W9-A/200/KU.01/1/2017
Tanggal : 11 Januari 2017

1 2 3 4

1 | Drs. H. M. NADJMI, S.H., M.Hum PIt. Ketua Pembina
NIP. 19501231 197603 1 010

2 | Drs. H. BAHRIN LUBIS, S.H., M.H Panitera Pengarah
NIP. 19560202 198403 1 001

3 | Drs. H. ANDI KURNIAWAN, M.M Sekretaris Pengarah
NIP. 19681204.199303.1.004

4 | H.SAJADI, SH, MH. Wakil Panitera Ketua Tim
NIP. 19561112 198103 1 008

5 | H. FAUZAN, SH. MH. MM Kepala Bagian Perencanaan Sekretaris
NIP. 19640705 199203 1 002 dan Kepegawaian

6 |[FAHRUDDIN,SH Panitera Muda Hukum Anggota
NIP. 19570727 197712 1 001

7 | ABDULLAH, SH. MH. Plt. Panitera Muda Banding Anggota
NIP. 19671117 199203 1 005

8 | AKHMAD SAHID, SH Panitera Pengganti Anggota
NIP. 19660930 199202 1 001

9 | ANIMAR Kepala Sub Bag. Keuangan Anggota
NIP. 19660422 199203 2 001 dan Pelaporan

10 | UNA MUNASIR FATAH, ST Kepala Sub Bagian Anggota
NIP. 19721129 200604 1 001 Rencana Program dan

Anggaran

11 | RIZAL MUTAQIN, SE. MM Kepala Sub Bag. Tata Anggota
NIP. 19760521 200502 1 001 Usaha dan Rumah Tangga

12 | NENGCEU SITI ROHIMAH, SHI PIh. Sub Bag. Kepegawaian Anggota
NIP. 19820418 200912 2 003 dan Tl

13 | YULITA FITRI HARTATY, SE Staf Sub Bagian Rencana Anggota
NIP. 19830722 200904 2 007 Program dan Anggaran

14 | EDY NATA SADINDA Honorer Anggota

P. 19501231 197603 1 010
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